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SALINAN PENETAPAN
Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Ktp
ekl ’
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam
sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan
Perkawinan/ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

AGUSTIAN BIN HERIYANTO, NIK 6104161202030002, tempat dan
tanggal lahir Ketapang, 12 Februari 2003, umur 21
tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Karya,
RT0O05 RWO002, Kelurahan Tuan Tuan Kecamatan
Benua Kayong, Kabupaten Ketapang,

Pemohon [;

NURUL ‘AYNI BINTI ASNOL, NIK 6104165205020003, tempat dan
tanggal lahir Ketapang 12 Mei 2002, umur 22 tahun,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Karya,
RT005, RWO002, Kelurahan Tuan-Tuan, Kecamatan
Benua Kayong, Kabupaten Ketapang,

Pemohon II;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15
Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang,
Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Ktp, tanggal 15 Oktober 2024, dengan dalil-dalil
pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa, Para Pemohon suami istri yang telah melangsungkan pernikahan
pada tanggal 25 Juni 2020, di Kelurahan Tuan Tuan, Kecamatan Benua
Kayong, Kabupaten Ketapang, di hadapan penghulu bernama KH. RM.
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HASAN. MA, dengan wali nikah bapak kandung Pemohon Il yang bernama
ASNOL, adapun yang menjadi saksi adalah MUSTOPA dan ARSEL,
dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu
rupiah);

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus perjaka
sedangkan Pemohon Il berstatus Perawan;

3. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada
hubungan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan
untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam
maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa, selama pernikahan Para Pemohon telah berhubungan badan
sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
yang bernama NUR FITRIANI, perempuan, umur 3 tahun 11 bulan;

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut, dan selama itu
pula Para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

6. Bahwa, pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama
karena perkawinan tersebut dilakukan secara dibawah tangan, oleh
karenanya Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan
Pernikahan dari Pengadilan Agama Ketapang, untuk kepastian hukum
perkawinan Para Pemohon;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Ketapang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:
PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon | bernama AGUSTIAN Bin
HERIYANTO dan Pemohon Il bernama NURUL ‘AYNI Binti ASNOL yang
dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Kayong
pada tanggal 25 Juni 2020;

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER
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Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang
seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon
menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para
Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
mengajukan bukti-bukti berupa:
A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6104161202030002 atas
nama Agustian, tanggal 27 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah
diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6104165205020003 atas
nama Nurul 'Ayni, tanggal 6 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah
diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6104181510200002 tanggal 18 Januari
2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. ASRIL BIN AJIM, NIK 6104120602760002, tempat dan tanggal lahir
Ketapang, 6 Februari 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTP, pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Rahadi
Usman, RT005, RW002, Desa Sungai Bakau, Kecamatan Matan Hilir
Selatan, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon lI;
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- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menghadap di persidangan ini
untuk mengesahkan pernikahannya;

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon | dengan Pemohon Il menikabh;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il menikah pada malam hari di
rumah orang tua Pemohon Il di Kelurahan Tuan-Tuan, Kecamatan
Benua Kayong, Kabupaten Ketapang pada tanggal 25 Juni 2020;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung
Pemohon Il bernama Asnol,

- Bahwa yang menikahkan Pemohon | dengan Pemohon Il adalah
ayah kandung Pemohon Il;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab
kabul adalah saksi sendiri (Arsil) dan Mustafa;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon Il berupa
uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar
tunai;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon
Il berstatus gadis;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah,
semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk
menikah;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan
atas pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah bercerai,
keduanya hidup rukun sampai saat ini;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon | dengan Pemohon Il
dikaruniai seorang anak;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian
hukum perkawinan para Pemohon;

2. MUSTAFA BIN MERAN, NIK 6104120609560002, tempat dan tanggal
lahir Ketapang, 6 September 1956, umur 68 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan
Celincing, RT006, RW003, Desa Suka Baru, Kecamatan Benua Kayong,
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Kabupaten Ketapang. Saksi di bawah sumpahnya memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;

- Bahwa saksi adalah kakek Pemohon I;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menghadap di persidangan ini
untuk mengesahkan pernikahannya;

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon | dengan Pemohon Il menikah;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il menikah di rumah orang tua
Pemohon Il di Kelurahan Tuan-Tuan, Kecamatan Benua Kayong,
Kabupaten Ketapang pada tanggal 25 Juni 2020;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung
Pemohon Il bernama Asnol;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon | dengan Pemohon Il adalah
ayah kandung Pemohon II;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab
kabul adalah saksi sendiri (Mustafa) dan Arsil;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon Il berupa
uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar
tunai;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon
Il berstatus gadis;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah,
semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk
menikah;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan
atas pernikahan Pemohon | dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah bercerai,
keduanya hidup rukun sampai saat ini;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon | dengan Pemohon I
dikaruniai seorang anak;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian

hukum perkawinan para Pemohon;
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Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon

adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara
Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah
sebagai berikut:

1. Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada
tanggal 25 Juni 2020 di Kelurahan Tuan Tuan Kecamatan Benua Kayong,
Kabupaten Ketapang di hadapan penghulu bernama KH. RM. Hasan, MA,
dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon Il yang bernama Asnol,
dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu
rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Mustafa
dan Arsil;

1. Perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan mana pun sehingga para Pemohon tidak
memiliki buku nikah;

2. Tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mendapatkan
kepastian hukum status perkawinan para Pemohon dan mendapatkan buku
nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

setempat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah
mengajukan bukti berupa surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu:
ASRIL BIN AJIM dan MUSTAFA BIN MERAN;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk
atas nama Pemohon | dan Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan

materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian
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yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870
KUHPerdata, membuktikan bahwa para Pemohon beragama Islam dan
berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Ketapang sehingga Pengadilan Agama
Ketapang berwenang untuk mengadili perkara itsbat nikah yang diajukan oleh
para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi
syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg.
juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon | dan Pemohon
Il dalam administrasi Pemerintahan diakui sebagai sebuah keluarga, sehingga
dengan demikian Pemohon | dan Pemohon Il adalah pihak yang
berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil
sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309
R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah
melangsungkan akad nikah secara sah sesuai syariat Islam;

Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas,
ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah menurut agama Islam
pada tanggal 25 Juni 2020 di Kelurahan Tuan Tuan Kecamatan Benua
Kayong, Kabupaten Ketapang;

2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon | berstatus
jejaka dan Pemohon Il berstatus gadis;

3. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il adalah
ayah kandung Pemohon Il bernama Asnol;

4. Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi bernama
Mustafa dan Arsil beragama Islam, baligh, berakal dan berlaku adil;

5. Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon |
kepada Pemohon Il berupa uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh

ribu rupiah) dibayar tunai;
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6. Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon | dan Pemohon Il tidak
pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status
pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;

7. Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon | dengan Pemohon I
telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan
nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak
terdapat hubungan sesusuan;

8. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon | dan Pemohon Il telah
dikaruniai seorang anak;

9. Bahwa tujuan Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan itsbat nikah adalah
untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta autentik

perkawinan;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis
Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi wali pernikahan para Pemohon
adalah wali nasab yang berhak, yaitu ayah kandung Pemohon Il yang bernama
Asnol, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon
adalah dua orang dewasa bernama Mustafa dan Arsil, hal ini sesuai dengan
Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon | dengan Pemohon Il
tersebut telah dilaksanakan dengan ijab kabul serta dengan mahar/mas kawin,
hal ini sesuai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak
terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan
seperti yang dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan para Pemohon, Pemohon |
adalah satu-satunya suami Pemohon Il dan Pemohon Il satu-satunya istri dari
Pemohon | dan terbukti selama ini tidak ada orang atau pihak ketiga yang
keberatan dengan adanya perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut
serta Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), sehingga
Majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il sesuai
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maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang sahnya perkawinan,
Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon | dan Pemohon II
pada tanggal 25 Juni 2020 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun
pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak
melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41,
42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat abhli
figih dalam Kitab I'anah ath-Thalibin Juz IV halaman 304 yang berbunyi:

o0 ab§ b5 ad o 3 ssgﬁluuc&udyulwgg

022 =

Js” o3 lis qu
Artinya: “Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap
perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan
Syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;
Bahwa kedua saksi para Pemohon telah mengetahui adanya hubungan
suami istri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan
keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya,
karenanya Majelis Hakim sependapat pula dengan pendapat ahli figih Abdul
Wahhab Khalaf dalam karyanya Ushul a/-Fiqh halaman 390 di bawabh ini:
a 235 3 plsle aiz83IL sed QY6 a585 A5 L5535 O
leiles’l e Jis
Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai
istri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya
pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain
(putusnya perkawinan)”,;
Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 sampai dengan 7 yang telah
terbukti sebagaimana diuraikan di atas, maka petitum angka 2 permohonan
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para Pemohon dikabulkan, sehingga pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il

tersebut patut dinyatakan sah sebagaimana diktum angka 2 penetapan ini;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan
perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang
Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa oleh karena petitum tentang pengesahan perkawinan para
Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon
untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang,
sebagaimana diktum angka 3 penetapan ini;

Biaya perkara
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan

hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan
MENETAPKAN:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Agustian bin Heriyanto)
dengan Pemohon Il (Nurul ‘Ayni binti Asnol) yang dilaksanakan pada
tanggal 25 Juni 2020 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan

Benua Kayong, Kabupaten Ketapang;
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3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan
tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Benua Kayong, Kabupaten Ketapang;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Rabu tanggal 6 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil
Awwal 1446 Hijriah, oleh Achmad Sarkowi, S.H.l. sebagai Ketua Majelis,
Mufarrijul Ikhwan, S.H. dan Rofi’ AlImuhlis, S.H.l. sebagai Hakim Anggota dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis
dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Acas Pracoyo, S.H. sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,
ttd

Achmad Sarkowi, S.H.l.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd ttd

Mufarrijul Ikhwan, S.H. Rofi’ Almuhlis, S.H.l.
Panitera Pengganti,

ttd

Acas Pracoyo, S.H.
Perincian Biaya:

1. PNBP
a. Pendaftaran : Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
c. Redaksi : Rp10.000,00
2. Proses . Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp240.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp385.000,00
Terbilang (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
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Panitera,

Dadang, S.H.
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